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ABSTRAK 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diputuskan oleh 

Mahkamah Konstitusi berstatus inkonstitusional bersyarat dan cacat formil dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Melalui putusan yang 

sama Mahkamah Konstitusi memberi waktu perbaikan undang-undang tersebut 

selama 2 tahun. Namun, pada tanggal 30 Desember 2022 Presiden Republik 

Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Presiden menyatakan dalam penerbitan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 berlandaskan karena 

adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kebijakan pemerintah telah 

membelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah jelas memberikan instruksi 

untuk melakukan perbaikan dan bukan membentuk peraturan baru. Adapun rumusan 

masalah yang penulis angkat pertama, bagaimana pengaturan pembentukan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Hal Ihwal Kegentingan yang 

Memaksa? Kedua Bagaimana Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditinjau dari Aspek Hal 

Ihwal Kegentingan yang Memaksa? Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan hukum normatif. Berdasarkan penelitian penulis menyimpulkan, 

pertama, pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sudah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi kriteria kegentingan yang memaksa 

belum dijabarkan dalam undang-undang tersebut. Kriteria kegentingan yang 

memaksa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

baiknya diatur dengan detail dalam suatu peraturan perundang-undangan, agar 

terwujud suatu mekanisme kontrol yang lebih baik dalam pembentukan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kedua, kedudukan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 secara konstitusionalitas tidak 

mencerminkan konstitusi dengan interpretasi Putusan Mahkamah Konstitusi, 

sehingga menurut penulis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja harus dicabut. 

Kata Kunci: kegentingan memaksa, kriteria, peraturan pemerintah pengganti undang-

undang 

 


